
Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan 
Administrasi Pemerintahan Umum
No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP ;

2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)

2. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)

3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)

4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)

5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 - 2 jam /konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

Kelurahan Petamburan Kelurahan Petamburan

Jl, Petamburan II No. 50 10260 

081368368202 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / 

Pemerintah Kota Jakarta Pusat / 

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang / 

Kelurahan Petamburan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 26 Jun 2024 pukul 03:17. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8190137/pemerintah-kecamatan-tanah-abang/pelayanan-pemberian-konsultasi-yang-berkaitan-dengan-administrasi-pemerintahan-umum


1.   Nomor Telepon Kantor 021 - 53679869

2.   Kotak saran dan pengaduan

3.  Email : Kel. Petamburan@gmail.com
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